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1 Pengantar

Pengelolaan kelautan dan perikanan saat ini sudah sangat berkembang dengan cepat, jika hal ini tidak
diatur secara bijak akan menimbulkan masalah pengelolaan dimasa kini dan yang skan datang,
Permasalahan vanp dihadapi sektor kelautan dan perikanan saat im adalah fllegal fishing, Unreported, dan
Unregulated (UL Fishing) permasalahan ini ditimbulkan karena masih rendahnya sistem pengawasan dan
pengendalian lerhadap scktor kelautan dan perikanan. Jika permasalahan ini berlangsung secara terus
menerys akan menyebabkan kerugian yang sangal besar bugl negara.

Untuk menjamin terselenggaranva pengelolasn sumberdaya kelautan dan perikanan berdaya guna dan
berhasil guna diperlukan sebuah sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan
dibidang perikanan dan kelautan. Salah satu sistem yang telah dilaksanakan pemerintah dalsm hal ini yang
memiliki wewenang adalsh Departemnen Kelautan dan Perikanan yaitu sistem MCS (mionitoring,
contralling, dan surveillance).

Sistem MCS adalah scgalu pemenuban tethadap manajemen perikanan. Pengertiun MCS menurut FAD,
1981 dalam Bergh and Davies adalah sebagai berikut:

{11 Monitoring adalab kebutuhan secara terus menerus untuk pengukuran karakteristik usaha
penangkapan dan hasil sumberdaya perikanan,

{2} Controling adaluh kondisi pengaturan pada tingkat bawah terhadap eksploitusi sumberdaya yanyg
mungkin dapat dilaksanakan,

(3) Surveillance wadalah tingkat dan jenis pengamatan vang diperlukan dalam kebutuhan
pemeliharaan dengan pemantausn aturan yang dibebankan terhadap aktivitas penangkapan

Pemantuuan (momtoring) dimaksudkan untuk mengetahus tngkat Jan cara pengelolaan kelautan dan
perikanan yang sedang berjulun. Dalam hal ini menyangkut jumlah armada kapal yang mendapat izin
beroperast di perairan Indonesia, lingkal upaya penangkapan, pemanenan dan hasil tangkapan per upaya
tangkapan. Intormasi ini akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pelestarian dan pengendalian
vang akan dituangkan dalam kegiatan pengendalian (controlling).

Tahupan selanjutnyva setelah tuhap monitoring adalah 1ahap controlling (pengendalian). Dart tahapan ini
akan diperoleh masukan data tentang pemanlaatan dan pengelolaan sektor perikanan dan kelautan, data dan
inputan ini diperlukan dalam penpawasan  Pengawasan (Surveillance) dilakukan oleh Departemen
Kelautan dan Perikanan, pengawasan juga diharapkan melibatkan peran serta pihak-pihak lain yang
memiliki kepentingan guna keberlanjutan pengeloluan sumberdaya Kefautan dan penkanan. Peran serta
masyarakat dalam pengawasan dituangkan dalam surveillance comnunity (SISWASMAS).

Pengawasan ini juga harus didukung oleh unsur keamanan laut (TNI dan POLAIRUD) puna menghidan
hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari kegiatan penangkapan itkan dengan menggunakan racun dan
bahan peledak serta kegialun pencurian ikan olch kupal-kapal asing diwilayah perairan Indonesia ((fegal
Jishing).

2 Fungsi MCS dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

Penggunaan teknologi penangkapan tkan dart vang tradisional hingga teknologi tinggi memberikan dampak
negatif terhadup sumberdava 1kon maupun lingkungun perairan bila teknologi tersebut tidak dipunakan
secura butk Maraknya penggunaan petassien stanida dan bahan peledak dalam kegiatan penangKapan ikan
juga menambah rusakove sumber than disg Imgkungan vang ada. schingga memerluban sugty aturan dan
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Kebtjakan yang tcgas darl pemerintah agar pengelolaan sumberdaya ikan ini dupat berkelanjutan di masa
yang akan datang. Selain pembuatan aturan tersebut perlu dilakukan kegiatan monitoring, controliing, dan
suwrveillance secara berkesinambungan dan terus menerus  [al ini dilakukan karena masih rendahnya
Kesadaran masyarakal terhadap kelestanan sumberdaya ikan dan lingkungan vang ada. Sehingga perlu
dilakukan pengawasan yang ketal tethadap Kegatan pemantaatan sumberdaya kelautan dan perikanan demi
keberlanjutan sumberdava tersebut. Matrik hubungan antara objek perikanan dengan fungsi MCS disapikan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Hubungan antara objek perikanan dengan fungsi MCS

\Fungsi Monitoring Controlling Surveillance
Objek I
Kapal Pemantavan terhadap Pengendaliun izin Penyelidikan di
hobot kapal dan lnas operasi kapal sesuai lapangan kesesuaian
palka sesuat dengan kapasitas | izin dan fisiknya
tonage-nya
Alat tangkap Pemantauan fisik Pengendalian jzin Penvidikan di lapangan
Kesesuaian alat tangkap | penggunaan alat Kesesuulan penggunuan
dan jzinnya tangkap sesuai dengan | alat tangkap dengan
targetnya 1Zinnya
7ona tangkap Pemantauan lokasi Pengendalian, operasi Penyidikan dan
penangkapan dengan kapal sesuai dengan penegakan hukum
izinnya zona tangkapnya terhadap pelanggaran
zona tangkap
Jumlsh dan jenis Pemantauan hasil Pengendalian jumlah Pemerikasaan lapangan
tangkapan tangkapun sesuai dan jenis tangkapan terhadap kesesuaian
laporan ABK tangkapan agar sesuai laporan ABK dengan
dengan izinnya fisiknya
Abk Pemantauan Pengendalian Pemerikasaan lapang
penggunaan ABK penggunasn ABK vang | terhadap izin dan masa
dengan kualifikasinya berlisensi berlaku lisensi ABK
kapal
Vahditas izin Pemantanan masa Pengendalian sahnya Pemesiksaan lapangan
berlaku 1zin dengan dan keuslian izin yang terhadap keabsahan dun
aktifitas operasi digunakan masa berlaku izin
operasi kapal

Sumber: Tommy H Prurwaka (2003)

3 Persyaratan MCS

Pelaksanaan kegiatan MCS dalam pengelolaan sumberdays perikanan dan kelautan memerlukan tiga svarat
uluma vang harus dapal dipenuhi , kelembagaan, teknologt, dan Keuangan. Kelembagaan ini berfungsi
untuk mengatur aliran Kerja dari masing-masing bagian dalam suatu sistem, sehinga dalam pelaksanaannya
tidak terjudi tumpang lindih antar bugian dalam sistem terscbut. Kelembagaan memegang peranan penting
dalam sistem pengelolaan sumberdava perikanan dan Kelautan. Oleh karena itu kelembagaan ini harus
dibuut sebaik-baiknya agar dapat mengakomodir kepentingan stakeholders yang lerkait dalam pengelolaan
sumberdaya keloutan dan perikanan. Tiga pelaku uturna yang berperan dalam pembentukan kelembagaan
ini adalah pengatur, pelaksana, dan penegak hukum

(1) Pengulur merupakan peribuat sekaligus penentu kebijukan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikunan.  Dalam hal ini vang menjadi pelaku utama pembuat kebijukan tersebut adalah
pemerintsh yang diwakili oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam membuat suatu
kebyakan, pengatur harus dapat mengakomodir kepentingan semuva pihak yang memiliki
keterkailan erat dengan duma perikunan dan kelautan. Pembuatan kebijakan didasarkan pada
aspirast Jan partisipasi masyarakat,
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(2) Pclaksana kegiatan MCS ini merupakan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menjalankan
ugasnys secara penubh tanggungjawab agar dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan dapat berjalan sesual dengan yang dingginkan. Pelaksanaan di lapangan dilakukan
oleh Direktorat ’engawasan Departemen Kelautan dan Perikanan, Kegiatan pengawasan dapat
ditempuh dengan Surveitiance Community (SISWASMAS), Surveillance Inspection (Inspeksy,
Uji Petik), dan penggunaan remote sensing, dengan dukungan sarana vang lebih memadai seperti
pesawut udara, kapal inspeksi, radio komunikasi dan lain-lainnya.

(3) Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanansalah
satunya adalah masih rendahnya penegakan hukum (fow enforcement) bagi para pelanggar.
Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan potassium sianida dan bahan
peledak serts pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menjadi indikator lemahya penegakan
hukum di negara kita Untuk itu perlu dipersiapkun pura penegak hukum yang memiliki
kemampuan dan dedikasi tinggi terhadap penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Teknologi MCS terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan memerlukan dukungan dari beberapa
komponen pendukung salah satu disntarannya adalah dukungan teknelogi. Teknologi untuk pelaksanaan
pengawasan di lapangun diharapkan merupakan teknologi baru dan mudah dalam pengoperasian di
lapangan. Teknologi yung biasa dilukukan dalam kegiatan pengawasan antara lain vessel momtoring
system, radar. intergrast sistem informasi dun database.

Teknologi VMS merupakan teknolog) baru vang digunakan dalain kegiatan pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh PSDKP. VMS ini menuliki prinsip kena seperti Global
Positioning Svstem (GPS) dengan menentukan posisi suatu benda ataupun wilayah dengan menggunakan
hantuan fransmitter vang dapat mengirimkan sinyal ke satelit luar angkasa. Pemasangan fransmitier
dilakukan pada kapal-kapal perikunsn yang berukuran diatas 100 GT. Dari VMS ini dapat dilihat
pergerakan kapal yang terdaftar selama melakukan aktivitas dilaut melalui layar monitor yang ada di Pusat
Pengendalian. Alur kerja VMS disajikan pads Gambar 1.
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Gambar 1. Alur kerja VMS Swmber : Majalah Samudera, (2005}

Radar merupakan alat vang dapat digunskan dalum kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan
perikanan, Alat int dapat mendeteksi jumlah kapal yang beroperasi di suatu perairan. Prinsip kerja alat ini
menggunakan gelombang vang dipancarkan pada suatu objek kemudiun pantulan tersebut diterima kembali
eleh radar dan dapat dilihat melalut monitor pengendalian,
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Pengawasan dapat dilakukan dengan mengumpulkan informas: yang didapat dari laporan-taporan dari
dinas perikanan daersh, data hasil tangKapan vang dicatat di Tempat Pendaratan [kan (TPI), perizinan
kapal, pelabuhan, dan instansi terkait lainnya Data-data terscbutl dibuat sedemikian rupa agar dapat
memberikan tnformasi yang cukup bagl kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dhalam kepiatan pengawasan sumberdava kelautan dan perikanan vang tidak kalah pentingnya adalah
pendanaan. Tanpa didukung dana yang cukup kegiatan MCS im tidak akan berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, untuk itulah yang perlu dipikirkan adalah sumberdana bagi kegiatan MCS, Dalam hal i
pemerintah harus menpanggarkan biaya yang cukup besar bagi kegiatan ini,

4  Tahapan kegiatan MCS

Dalam pelaksanaan kegiatan MCS tentunvs harus dilakukan tshapan-tahapan Kegiatan secara
matang dan terkonsep secara baik agar dalam pelaksanasn nantinva dapat mengeliminir segala hambatan
vang dihadapt di lapangan. Setiap tahapan memiliki keterkaiton yang erat dengan tahapan-tahapan yang
lain, sehingga harus dapat dijalanksn secara komprehensif antar tshapan tersebit. tahapan-tahapan dalam
pelaksanaan MCS antara lam:

(1) Penvusunan konsep dasar pelaksanaan MCS: Pelaksanaan kegiatan MCS sumberdaya kelautan
dan perikanan memerlukan konsep dasar yang tepat sehingga kegiatan im akan berhasil sesuai
dengan yang diharapkan.  Konsep dasar ini mencakup sermua aspek yang diperlukan dalam
kegiatan MCS vang memiliki hubungan vang terkait dan saling mendukung. Konsep dasar ni
terdiri dam 4 aspek utama yaitu cakupan kegiatan, kelembagaan, teknologi, pembiayaan.

(1) Inventarisasi sumberdaya pendukung vang telah ada terhadap sarang dan  prasursno
survelllanfancel, peranghkat kelembagaan dan sumber daya manusianya, peta (elektronik) wilayah
laut {batus-butas zona penangkapan), hukom dan perundangan, jaringan sistem mformasi

{1} Penyusunan rancangan pelaksanasn pembangunan MCS, yuifu pembangunan jangka pendek dan
jangka panjang. Pembangunan jangka pendek mencakup pembangunan VMS, Perizinan,
Integrasi sistem inspeksi dan pelaporan hasil tangkapan, mnitoring PNBP (retrbusi}, praturan
plaksanaan MCS, dan optimaslisas) pemanfaatan sarana surveilance yang ada. Pembangunan
Jangka panjang mencakup pengembangan Ketampuan integrated maritim surveillance (nasional-
regional).

5 Jenis dan kebutuhan data vang diperlukan dalam pengawasan sumberdaya ikan

Jenis dan kebutuhan data merupukan komponen utama yang sangat diperlukan dalam kegiatan pengawasan
sumberdaya perikanan. Data vang dikumpulkan merupakan integritas dari semua sistem informas) dan
basts duta vang menunjang Kegiatan MCS.  Integrasi sistern informasi dan data base disajiken pada
Gambar 2.
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Gambar 2. Integrasi sitem informasi dan data base (Purwaka, 2003}

Dalam kegiatan MCS kebutuhun data merupakan faktor penentu keberhasilannya.  Inputan data
berpengarub terthudap hasi] pengawasan sumberdaya ikan, Data-data yang dikumpulkan disajikan pada
Tabel 2.

Tabel 2. Jenis data yang dikumpulkan

No. [ Jenis Data Metode Pengumpulan ]
1 | Jenis dan perkembangan alat tangkap Data publikasi
2 | Perkembangan jumlah perahuwkapal penangkap Data publikasi
3 | Scbaran armada penangkapan disetiap lokasi Wawancara
4 | Perkembangan jumluh nelayan Data publikasi
5 | Perkembangan produksi penangkapan Data publikas:
6 | Jumiah operasi per jenis alat tangkap Data publikasi
7 | Lamunyu Urip operasi per jenis alat tangkap Wawancara
8 | Wakiu operasi penangkapan ikan Wanwancurs
9 | Daerah operasi penangkapun ikan {fishing pround) Wawancara
10} Kondisi oseanografis dacrah penangkapan ikan Data publikas1, wawancara
11 | Lokasi Pelabuhan Perikanan atau PP! dan TEI TJuta publikasi. observasi
langsung
12| Jenis hasil tangkapan dan penyebarannya menurut fishing Data publikasi, wawancara
ground
13 | Potensi maksimum lestari sumberdava ikan Data publikasi, hasi] snalisis
14 | Jenis dan perkembangan ikan olahan Data publikasi
15 | Lokasi pemasaran hasil pengolahan Wawancara, observasi langsung
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Pelaksanaan MCS dilakukan pada seluruh aktivitas penangkapan mulai dari sebelum operasi penangkapan
seperti pemerikasaan (clearence) doKumen sampai sctelah kapal mendaratkan hasil tangkapan. Kegiatan
pengawasan tethadap komponen-komponen ferscbut tenfunya memiliki efektifitas terhadap masukan,
keluaran dan aspek teknis yang diinginkun. Perbandingan efektifitas komponen MCS terhadap kontrol

pengukuran disajikan pada Tabel 3.

Tahel 3. Perbandingan efektivitas komponen MCS yang berbeda terhadap kontrol pengukuran

Efektivitas elemen untuk j Pendeteksian | Kuasa Bi
manajemen pengawasarl untuk penahanan aya
Dimens Komponen perijianan
Input Output | Tekms kapal dan
perikanan
Pemerikasaan | Sedang | - - Tidak Perlu Rendah
Sebelum dokumen
penangkapan | Pemerikasaan Sedang | - - Tidak Perlu Rendah
kapal B
loghooks Sedang | Sedang | Rendah Tidak Tidak Rendah
Kapal Patroli | Scdung | Sedan Sedang | Sedang Perlu Tinggi
Pesuwat - - Tinggi | Tinggi Tidak Sedang
patrali
Helikopter - - Tinggi | Tinggi Perlu | Tinggi
Observusi Tinggr | Tinggl | Sedang Rendah Tidak Rendah/
Saat sedang
penangkapan | VMS Sedang | - Tinggl | Rendah Tidak Rendal/
sedang
Gambar | - - Scdang | Sedang Tidak Rendah/
sutelit | sedang
Patroli paniai | Tinggi | Tinggi | Tinggt Tinggi Perlu Rendah
Pengamanan | Rendah Rendah | Rendah | Tinggi Perlu Tinggi
lant B
Pengawasan - Tinggi | - Tidak Perlu Rendah
hasil
Sclama tangkapan
pendaratan Pengawasun | - Tinggt | - Tidak Perlu Rendah
pemindahan
muatan HT
Pengawasan | - Sedang | - Tidak Perlu Renduh
pasar
Setelah Pt‘:ngawasan - Sedang | - Tiduk Perlu Rendah
cndaratan ekspor -
P Pengawasan | - Rendah | - Tidak Perlu Rendah
pengiriman
HT

Sumber: Bergh and Davies.

6 Metode evaluasi pemantanan dan pengawasan sumberdaya ikan

Vvaluasi merupakan pengukuran, analisis, dan perbandingan kemajuan suatu kegiatan dengan tujuan tujuan
cemula berorientasi pada perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan diterapkan dimasa yang akan
datang (Satria ef of. 2002). Kegiatan evaluasi dan pengawadsan memiliki 4 aspek yang harus diperhatikan
antura lain:

(1) Penentuan lingkup pengamutan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperlukan adanya
hatasan pengamatan, sehingga peluksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan
secara terarah, Batasan pengamatan ini mencakup aktor peluksana, wilayah pengamatan dan
objek-objek pengamatan lainnya. Lehih kinjut, masing-masing objek pengamatan tersebut dapat
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dibedakan berdasarkan objek yang terkait langsung maupun tidak terkait langsung dengan
pelaksanaan,

(2) Penentuan indikator, parameter dan skala penilajan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan
berdasarkan pengamatan dan snalists terhadap suatu indikaor pengamatan. Indikator pengamatan
disusun untuk setiap batasan pengamatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator tersebut kemudian dijabarkan/skala penilaian dari parameter tersebut. penentuan
parameter berikut dimensi parameter (berupa satua penilaian kualitatif manpun kuantitatif)
dilakukan dengan memperhatikan aspek praktis dan teoritis, terutama ditinjau dan kedudukan
parameter tersebut merefleksikan kondisi suatu kegiatan.

(3) Penentuan model pengumpulan data. Data vang dikumpulkan akan terkait dengan indikator dan
parameter yang telah ditetapkan untuk setiap objek pengamatan dun monitoring dan evaluasi
yang dilakukan. Penentuan model pengumpulan data ini mencakup sumber data (data primer dan
sekunder), jenis data {data kualitatif dan kuantitatif), teknik(alat/cara) pengumpulan datu, dan
penentuan snodel analisis evaluasi.  Hasil evaluasi aken ditentukan oleh ketepatan
pemilihan/penyusunan model analisis evalusi yang digunakan berikut cara menginterpretasikan
data hasil/keluaran model analisis tersebut. pengembangan model analisis evaluasi umumnya
didasarkun pada suatu rumusan matematis yang bersumberkan indikator-parameter-skala
penilaian parameter baik untuk setiap objek pengamatan maupun keseluruhan objek pengamatan
sebagal variabel masukannya (input).

7 Dasar-dasar pengawasan, pengendalian dan pemantavan sumberdaya ikan.

Indonesia merupakan negara maritim yang memniliki potensi yan sangat besar dibidang kelutan. Diharapkan
dari sektor tersebut dapal memberikan devisa negara yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Melihat luasnya perairan laut Indonesia, potensi sumberdaya iken tampaknya masih
memberikan peluang yang cukup besar untuk dapat dimanfuatkan secara optimal.

Berdasarkan estimasi tahun 2001 yang dilakukan oleh komisi nasional pengkajian stok ikun di perairan
Indonesia, potensi produksi sebesar 4,1 juta ton dan estimasi potensi sumberdaya ikan diselurub perairan
Indenesta yang meliputi WPP 1-9 potensi yang dimiliki sebesar 6,4 juta ton. Dengan melihat potensi yang
besar tersebut pemantaatan sumberdaya ikan di Indonesia masih dapat dikembangkan sebesar-besamya
untuk kemakmuran rakyat. Namun sayangnya potensi vang sangat besar tersebut belum dapat
dioptimalkan. Kegiatan penangkupan ikan masih terkonsentari di Wilayvah Pengelolaan Perikanan
tertentu seperti WPP Laut Jawa dan WPP Selat Malaka yang berakibat padu menurunya stok sumberdaya
secara draslis hingga mencapai keadaan over fishing.

Permasalahan tersebut tentunya perlu disikapi secara serius dari semua pihak yvang ada demi keberlanjutan
kepiatan perikanan dimasa yang akan datang. Kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemantauan harus
selalu dilakukan untuk mengantisipast permasalahan tersebut dengan cara penentuan jumlah total
sumberdaya ikan vang diperbolehkan Total 4llowable Catch (TAC) dan pembatasan jumlah armada yang
beroperasi yang di suatu wilayah pengelolaan perikapun diharapkan dapat menjamin keberlanjutan
sumberdaya perikanan yang ada.

71 Potensi sumberdaya ikan

Estimasi potensi sumberdaya ikan yvang dimiliki oleh perairan laut Indonesia mencapai 6,4 juta ton dengan
produksi sebesar 4,1 juta ton, dengan demikian berarti bahwa produksi telah mencapai 63,49 %. Estimasi
potensi produksi dan tingk pemanfaatan masing-masing kelompok sumberdaya ikan laut pada setiup
wilayah pengelolaan perikanan tahun 2001 disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Estimasi potensi produksi dan tingkat pemanfaatan masing-masing kelompok sumberdaya

Tkan laut pada setiap wilayah pengelolaan perikanan tahun 2001

No Kelompok Sumberdaya Wilayah Pengelolaan Sumberdaya Perikanan* Wns_au.u
ndonesia
1 2 3 4 5 6 7 i g
1 Pelagic besar [Potensi {ribuan ton/tahun) 27,67 66.08 55,00 193,60 104,12 106.51 175,26 50.86 386,26 1.165,36
Produksi {ribuan tonftahun) | 35,27 3527 137,82 85,10 29,10 3746 153,43 34,55 188.28 736.17
Pemanfatan (%) >0 53,21 >100 43,93 27.95 3517 §7.54 67.93 48,74 63.17
P Pelagis kecil Potensi (ribuan tonftahun) 147.30 621,50 346,00 605,44 13200 | 37944 384,75 468,66 | 526.57 3.605,6
Produksi {ribuan on/tahun} | 132.70 204,53 507,53 333,35 146,47 119,43 62,45 12,31 264,56 1.784,33
Pemanfatan (%) 90,15 33,07 >100 55,06 >100 31,48 16,23 2,63 50,21 $9.49
3 Demersal Potensi (ribuan top/tahun) $2.40 621,50 375,20 87.20 5.32 83,84 54.86 202,34 135,13 1.365,09
Produksi (ribuan ton/tahun) | 146.23 205,53 334,92 167,38 43.20 32,14 15,31 156,80 134,83 1.085,50
Pemanfatan (%) >100 33,07 89.26 >100 >100 38,33 27,91 7749 99,78 79.50
4 Ikan karang Potensi (ribuan ton/tahun) 5,00 21,57 9.50 34,10 32.10 12,50 14,50 3,10 12,88 145,25
konsumsi Produksi (ribuan tonitahuny | 21.60 7.88 48.24 2411 6.22 4,63 2.21 22.58 15,42 156,50
Pemanfatan (%) =100 36.53 >100 70,70 19,38 37.04 15,24 >100 >100 =100
3 Udang penaeid Potensi (ribuan ton/tahun) 11,40 10,00 11,40 4.80 0.00 0,90 2.5 43.10 10,7¢ 94.30
Produksi (ribuan ton/tahun) | 49 46 70,51 52.86 36,91 0.00 1,10 218 36.67 10,24 259,94
Pemanfatan {%) >100 >100 >100 >100 0,00 >100 87.20 85,08 93,70 >100
] Lobster Potensi {ribuan tor/tahun} 0,40 0,40 0,5 0.70 0.40 0,30 0,40 0,10 1.60 4,80
Produksi (ribuan ton/tahun) | (.87 1.24 0.93 .65 0.0l 0,02 0.04 0,16 016 4,08
Pemanfatan (%) >100 =100 >0 92,86 2.5 6,67 10,00 >100 10,00 85,00
7 Cumi-cumi Potensi (ribuan tor/tahun) 1,86 2,70 5,04 3.88 .05 7,13 0.45 339 375 28.25
Produksi {ribuan ten/tahun) | 3.15 489 1211 7.95 348 2,85 149 0,30 6.29 42,51
Pemanfalan (%) >100 >100 >100 >(00 >100 3997 | >100 3,85 >100 >100
Seluruh sumber Potensi (ribuan ton/tahun} 276.03 105708 | 796,64 929,72 21199 | 59062 | 632,72 771,55 1.076,80 6.409,21
daya ikan lant Produksi (ribuan tonstahun) | 389.28 379,90 1.094 41 655,45 228,48 197.64 | 237.11 263,37 | 623,78 4.069,42
Pemanfatan (%) >100 35,94 70,45 82,19 33,46 3747 3747 57.92 63.49

Sumber: Pengkajian Stok  Sumberdaya Tkan Nasional (2001)

Keterangan:

1. Selat Malaka. 2. Laut Cina Selatan, 3. Laut Jawa, 4. Selat Makassar, 5. Laut
Banda, 6. Laut Seram dan Teluk Tomini, 7. Laut Sulacwesi dan Samudera
Pasifik. 8. Laut Arafura, 9. Samudera Hindia




Dari hasil estimasi tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai dasar untuk pemanfuatan sumberdaya ikan di
wilayah perairan Indonesia. Adanya kecenderungan gejala tangkap lebih menandakan belum meratanya
pemanfatan sumber daya ikan vang ada. Dibeberapa wilayah pengelelaan perikanan sudah mencapi over
Jishing.

7.2 Penyebab dan dampak eksploitasi berlebihan

Pemanfaatan yang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sumberdaya sangat
bertentangan dengan code of the conduct for responsible fisheries yang dicanangkan oleh FAQ. Penyebab
tegudinya over fishing adalah kegiatan penangkapan yang sangat intensif tannpa memperhatikan faktor
kelestarian surnberdaya ikan yang ada. Penggunaan teknologi penangkapan vang tidak ramah lingkungan
(desrtructif fishing) dengan menggunakan lat tangkap yang tidak selektif dan penggunaan bahan peledak
serta sianida. Permasalahan perikanan dan dampak yang ditimbulkan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Permasalahan perikanan dan dampak vang ditimbulkan
No | Uraian Akibat yvang ditimbulkan

1 | Pencurian ikan oleh nelayan asing Kelebihan tangkap dan penurunan stok sumberduya
ikan serta tidak ada pelaporan hasil tangkapan
(unreported fishing)
2 | Penggunaan bahan peledak Kerusakan habitat sumberdaya ikan seperti terumbu
karang, lamun, mangrove sehingga menggangu siklus
hidup 1kan dan kelestarian sumbezrdaya
3 | Penggunan racun dan sianida Kerusakan habitat sumberdaya ikan seperti terumbu
karang, lamun, mangrove sehingga menggangu siklus
hidup ikan dan kelestarian sumberdaya

4 | Alat tangkap tidak selektif Penurunan stok ikan akibat dari tertangkapnya ikan ikan
juvenil.

5 | Jumlah armada tak terkontrol Terjadinya padat tangkap disuatu wiyah sehingga
penurunan stok ikan di wilayah pengelolaan
sumberdaya perikanan

Xetiduk teraturan daerah penangkapan ikan

6 | Jumlah alat tangkap tak terkontrol Tidak terkontrolnya jumlah hasil tangkapan menambah
tekanan terhadap sumberdaya ikan.

7 | Kerusakan Ekosistem kerusakan hutan mangrove, padang lamun, terumbu
karang menyebabkan kerusakan, nursery ground,
spawning ground, dan fishing ground.

8 | Pencemaran perairan laut Pencemaran air laut disebabkan karena tumpahan
minyak, pembuangan limbah, dan sampah membenkan
tekanan yang berat bagi habitat hidup sumberdaya ikan.
Sehingga terjadi penununan stok sumberdaya ikan.

9 | Gost fishing Penurunan samberdaya ikan akibat gost fishing
sementara ini belum dihitung.

1.3 Lokasi-lokasi yang sudah over fishing dan teknik penanganannya

Tekanan yang tinggi terhadap sumberdaya jkan yang disebabkan eksploitasi secara berlebihan
menyebabkan terjudinys pejala tangkap lebih di suatu wilayah pengelolaan perikanan terhadap jenis
sumberdaya ikan tertentn. Sebagai contoh adalah WPP Laut Jawa, tekanan berat tersebui berasal dan
jumlah unit penangkapan yang melebihi daya tampung perairan laut schingga penurunan stok sumberdaya
berlangsung secara cepat. Wilayah pengelolasn yang telah mengalami gejala tangkap lebih menurut
Komisi Penpkajian Stok Sumberdaya [kan Indonesia 2001 antara lain adalah WPP Selat Malaka untuk
semua sumberdaya ikan, WPP Laut Cina Selatan untuk swnberdaya udang penaeid, WPP Laut Jawa untuk
semua sumberdava ikan, WPP Selat Makassar dan Laut Flores untuk semua sumberdaya ikan demersal dan
udang penacid, WPP Laut Banda untu sumberdaya ikan pelagis kecil dan demersal, WPP Laut Seram dan
Teluk Tomini untuk sumberdayas udang penaeid, WPP Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik untuk
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sumberdaya ikan pelagis besar dan udang penacid, WPP Laut Arafura untuk sumberdaya ikan pelagis
besar, demersal dan udang penaeid, dan WPP Samnudera Hindia untuk sumberdays ikan demersal dan
udang penaeid.

Permasalahan 1ni harus segera mendapat respon agar keberlanjutan sumberdaya perikanan Indenesa tetap
dapat terjamin dengan baik. Hal pertama vang harus dilakukan adalah penataan kembali sistem perikanan
nasional dengan tindakan pengelolaan sumberdaya ikan secara rasional (pembatasan hasil tangkapan, dan
upaya tangkapan). Pengelolaan sumberdaya ikan secara bertahap dan terkontrol, ditkuti dengan monitoring
yang seksama demi keberlanjutan sumberdaya ikan yang lestari.

Hal lain yang harus diperhatikan demi keberlanjutan sumberdaya ikan adalah kegiatan pengawasan,
pengendalian, dun pemantauan seksama terhadap armada, alat tangkap dan nelayan untuk mengurangi
tesiko kegiatan JUU fishing yang merugikan negara sebesar RP 80 tnliun rupiah (Samudera, 2004).
Kegiatan 1m telah dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Penikanan Republik Indonesia dengan
menggunakan VMS untuk kapal-kapal di atas 100 GT. Kegiatan pengawasan, pengendalian dan
penantauan harus melibatkan stakeholders termasuk elemen masyarakal melalus Sistem Pengawasan
Masyarakat SISWASMAS,
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